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ABSTRAK

Pasca reformasi supremasi MPR berganti menjadi supremasi konstitusi, lalu
dibentuklah Mahkamah Konstitusi sebagai the guradian of constitution yang
berwenang menguji konstitusionalitas UU sebagai produk legislasi. Namun, dalam
perjalanan nya, sistem ketatanegaraan tersebut menemui sejumlah problematika
implementasi putusan MK khususnya yang bersifat non self executing, dimana
adressat tidak mematuhi amar putusan, menundanya bahkan mengabaikan
kehendak MK dalam putusannya yang dalam diskursus ketatanegaraan dikenal
sebagai constitutional disobedience.Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif, yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-
undangan. Adapun sumber data utama yang digunakan ialah Undang-Undang
Dasar NRI 1945, Peraturan perundang-undangan yang relevan serta Putusan-
putusan MK terkait. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana tantangan
dan problematika dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat
non self executing oleh adressat, lalu juga menganalisis bagaimana constitutional
disobedience adressat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non self
executing dalam perspektif Maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakkan hukum terdapat beberapa faktor utama yang menjadi
tantangan implementasi putusan MK yaitu faktor hukum yaitu ketidaktegasan sifat
mengikat dan sanksi, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dengan
tidak adanya lembaga eksekutorial. Problematika ini menyebabkan ketidakpastian
hukum, melemahkan prinsip checks and balances, menunda bahwa menghilangkan
keadilan. Selanjutnya dalam perspektif maslahah mursalah dipahami pula bahwa
Putusan MK sejalan dengan prinsip magasid al-shari‘ah sehingga mematuhinya
adalah bentuk maslahah dururiyyah. Dengan demikian dapat disimpulkan
constitutional disobedience oleh adressat adalah mafsadah yang menyebabkan
dharar.

Berangkat dari kesimpulan tersebut solusi yang penulis tawarkan ialah
memaksimalkan judicial order dalam putusan MK sehingga pelaksanaan dapat
lebih optimal dan mengawal putusan MK melalui pengawasan partisipatif dari
berbagai pihak agar mekanisme kontrol sepenuhnya berada ditangan rakyat,dengan
demikian sistem checks and balances dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Constitutional Disobeidien, Maslahah mursalah, Putusan MK, Non
Self Executing.



ABSTRACT

After the post-reform transition, Indonesia shifted from the supremacy of the
People’s Consultative Assembly to constitutional supremacy, accompanied by the
establishment of the Constitutional Court as the guardian of the Constitution with
authority to review the constitutionality of statutes. Despite this institutional design,
serious challenges remain in the implementation of Constitutional Court decisions,
particularly those that are non self-executing. In practice, such decisions are often
delayed, ignored, or not complied with by their addressees, a phenomenon widely
discussed as constitutional disobedience.This study employs a qualitative
normative legal method, using conceptual, case and statutory approaches. Primary
legal materials consist of the 1945 Constitution, relevant legislation, and selected
Constitutional Court decisions. The research aims to analyze the obstacles to
implementing non self-executing Constitutional Court decisions and to examine
constitutional disobedience by addressees through the perspective of maslahah
mursalah.

The research findings demonstrate that, based on theories concerning the

factors influencing law enforcement, several principal factors constitute challenges
to the implementation of Constitutional Court decisions. These include legal
factors, particularly the lack of clarity regarding the binding nature of decisions
and the absence of sanctions; law enforcement factors; and infrastructural factors,
notably the absence of an executorial institution. These problems give rise to legal
uncertainty, weaken the principle of checks and balances, and delay or even negate
the realization of justice.
Furthermore, from the perspective of maslahah mursalah, Constitutional Court
decisions are understood to be consistent with the principles of magasid al-
shari‘ah, such that compliance with them constitutes a form of maslahah
daririyyah (essential public interest). Accordingly, constitutional disobedience by
the addressees of Constitutional Court decisions may be classified as mafsadah that
results in darar (harm).

This study concludes that strengthening judicial orders within
Constitutional Court decisions and enhancing participatory public oversight are
necessary to ensure effective implementation. Such measures are expected to
reinforce constitutional control mechanisms and promote a more effective system
of checks and balances.

Keywords: Constitutional Disobedience, Maslahah Mursalah, Constitutional Court
Decisions, Non Self-executing.
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C. Ta‘* Marbiitah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

L& Ditulis hikmah
S Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

BEPNERES Ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis

t atau h.

hal) B8 Ditulis Zakat al-Fitr

D. Vokal Pendek

1. e Fathah Ditulis a
2 | ey e Kasrah Ditulis i
3. -=—-i =——= | Dammah Ditulis u




L.

IL.

E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis a
N Ditulis Istihsan
Fathah + ya’ mati Ditulis a
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Kasrah + ya’ mati Ditulis 1
oI Ditulis al- ‘Alwani
| Ditulis a
Dammah + wawu mati
¢S I,
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Js Ditulis Qaul

Apostrof

Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

eﬁjﬁ Ditulis

a’antum

el Ditulis

u’iddat

25K Gl Ditulis

la’in syakartum

X1




III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

OVl Ditulis Al-Qur’an

Ol Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang

mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

AT Ditulis ar-Risalah

L) Ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

(150 Jal Ditulis Ahl ar-Ra’yi
A Jal Ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disingkat MK memiliki peran sentral yang
dalam menjaga konstitusi dan menjamin hak konstitusional. Sejak berdirinya pada
tahun 2003, MK telah menjadi garda terdepan dalam menegakkan supremasi
konstitusi. Keberadaan MK mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip
demokrasi dan keadilan, di mana setiap kebijakan publik dan peraturan perundang-
undangan harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan konstitusi. Fungsi utama
MK adalah melakukan pengujian konstitusional terhadap undang- undang dan
memberikan putusan yang menjadi landasan bagi tata hukum negara.'

Dalam penegakan supremasi konstitusi tersebut, Putusan MK bersifat Final
sesuai Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemaknaan “final” ini dijelaskan pada
bagian Penjelasan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi, yaitu “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni
putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.”? Dengan demikian
dapat dimaknai putusan MK yang bersifat final dan binding(mengikat) ini
mewajibkan semua pihak untuk melaksanakan putusan tersebut tanpa terkecuali.

Sementara itu berdasarkan kekuatan eksekutorialnya putusan MK dalam

pengujian Undang-undang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu yang

'Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi
Judicial Review dan Welfare State Kumpulan Pemikiran I Dewa Gede Palguna (Jakarta: Sekretariat
Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,2008),hlm.80.

ZPasal 10 ayat (1)



dapat dilaksanakan langsung atau self implementing/ executing dan yang
membutuhkan tindak lanjut atau non-self implementing/executing.> Putusan yang
bersifat self executing adalah putusan yang memuat amar declaratoir sehingga
langsung memperoleh hukum tetap sejak diucapkan sesuai ketentuan Undang-
undang* serta tidak dibutukan adanya aparat khusus yang mengeksekusi putusan
tersebut.” Secara umum putusan ini terdapat pada model putusan yang secara
hukum membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya suatu norma(null and
void).°

Sementara putusan yang bersifat non self executing adalah putusan yang
memuat amar condemnatoir sehingga pelaksanaanya membutuhkan tindak lanjut
dari lembaga lain yang menjadi adressat putusan tersebut. Umumnya putusan ini
terdapat pada model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional),
model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), model
putusan yang pemberlakuannya ditunda (/imited constitutional), dan model putusan
yang merumuskan norma baru.’

Semua Putusan MK yang bersifat final dan mengikat sehingga membuatnya
berlaku secara erga omnes atau mengikat semua pihak tanpa terkecuali,tidak hanya

pihak yang menjadi pemohon sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak.?

3 Martitah, Mahkamah Konstitusi: dari Negative Legislature ke Positive Legislature?
(Jakarta: Konspress, 2013),hlm. 28.

4Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 57 ayat (3)

SIriyanto,Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Bandung:
P.T. Alumni, 2008),hlm.198

¢ Proborini Hastuti, Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada Mahkamah Konstitusi
dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Tesis, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017, hlm. 55.

"Ibid.

8Mariyadi Faqih, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan

Mengikat



Kepatuhan terhadap putusan self executing dapat dinilai dari implementasi praksis
yang langsung dilakukan, sedangkan pada putusan non self executing kepatuhan
dinilai dari sisi praksis maupun normatif.’

Ditinjau dari sisi normatifnya perubahan hukum yang terjadi dengan
putusan atas undang-undang yang diuji MK kadang kala mengharuskan proses
pembentukan undang-undang yang baru atau perubahan sesuai dengan hukum yang
digariskan dalam Putusan MK. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU
PPP), yang mewajibkan DPR atau presiden untuk menindaklanjuti putusan MK
melalui perumusan rancangan undang-undang.'® Sehingga wajib hukumnya bagi
DPR yang diadressatkan putusan MK menindaklanjuti putusan non self executing
tersebut.

Dalam perkembangannya, tindak lanjut dari putusan MK yang bersifat non
self executing dapat dikategori dalam 3 jenis, 1) Ditindaklanjuti sesuai putusan, 2)
Ditindaklanjuti berbeda, 3) Belum ditindaklanjuti. Dengan bahasa yang lebih
sederhana dapat didefinisikan bahwa putusan yang sudah ditindaklanjuti ialah
eksekusi oleh adressat sesuai dengan amar putusan. Lalu, pemaknaan
ditindaklanjuti berbeda ialah adressat putusan tidak menjalankan perubahan norma
sesuai dengan amar putusan MK dan yang ketiga, belum ditindaklanjuti ialah belum

dilaksanakan perubahan norma oleh adressat putusan. Mengenai indikator

(Jakarta: Sekertariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)hlm.113.

Tri Sulistyowati.,”Implikasi Putusan Dan Pengaruh Putusan MK Terhadap Pembentukan
Keputusan Hukum,” Makalah di sampaikan dalam acara FGD Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,
APHAMK, 28-30 Juli 2023,hlm. 5-8

19 Pasal 10 ayat (1) hurufd



kepatuhan lembaga legislatif yang menjadi adressat putusan disini dapat dinilai dari
kesesuaian tindaklanjut perubahan suatu norma atau hukum sesuai dengan amar
dalam putusan itu sendiri.

Pada kenyataan nya indikator kepatuhan terhadap putusan MK sering kali
tidak terpenuhi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tri Sulistyowati dkk
dari tahun 2013 hingga 2018, rekapitulasi Tingkat kepatuhan atas putusan PUU
menunjukkan 56,12% tidak dipatuhi.!! Dapat disimpulkan lebih dari setengah
jumlah keseluruhan tindaklanjut putusan PUU MK yang tidak dipatuhi. Faktor
utama  ketidakpatuhan tersebut dikarenakan ketidaksesuaian tindaklanjut
perubahan atau revisi suatu Undang- undang sesuai amar putusan PUU MK, yang
hingga saat ini masih terus berulang. Dimana DPR yang menjadi adressat dalam
putusan tidak menindaklanjuti perubahan sesuai putusan PUU MK.

Sebagai salah satu contoh Putusan yang ditindaklanjuti berbeda ialah
Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dalam putusan ini MK menyatakan bahwa UU
Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan agar pemerintah
tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang terkait dengan UU tersebut hingga
dilakukan perbaikan.!”> Namun, setelah putusan tersebut, alih alih memperbaiki
pembentuk undang-undang justru membentuk PERPU pada tahun 2022 serta
pemerintah juga tetap menerbitkan dua peraturan pelaksana baru, yaitu Peraturan

Presiden Nomor 113 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

" Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas
Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan “Jurnal
Konstitusi, Vol.17:4 (Desember 2020),hlm.702-703.

2Pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020



2022.'3 Kedua hal tersebut jelas-jelas melanggar amar putusan MK.

Selain itu, terdapat pula dua putusan yang hingga saat ini belum
ditindaklanjuti secara normatif maupun praksis oleh pemangku kebijakan. Pertama,
Putusan MK Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa aktivitas
pertambangan di pulau kecil harus dilarang karena bertentangan dengan prinsip
perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun amar putusan
tersebut menegaskan perlunya revisi dan penegakan hukum atas pelanggaran
pengelolaan pulau kecil, belum terdapat kebijakan konkret yang membatasi
eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut.

Kedua, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXIII/2025, yang menegaskan bahwa
kewajiban pendidikan dasar gratis tidak boleh dibatasi hanya pada sekolah negeri,
melainkan juga berlaku untuk sekolah swasta, belum menghasilkan penyesuaian
anggaran maupun kebijakan afirmatif dari negara. Ketiga putusan ini
mencerminkan lemahnya pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat
non-self-executing, dan menunjukkan adanya kesenjangan serius antara putusan
hukum dengan respons institusional, yang pada akhirnya menghambat tercapainya
kemaslahatan publik dan supremasi konstitusi.

Ketidakpatuhan pembentuk UU dalam menindaklanjuti putusan MK ini
akan menciderai supremasi konstitusi, upaya menentang penegakkan konstitusi itu
sendiri akan meyebabkan ketidakadilan konstitusional. Selain itu efektivitas check
and balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau tidaknya putusan MK oleh

pembentuk UU, ini juga akan mengukur apakah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi

3“pPembangkangan Konstitusi Pengesahan PERPU Cipta Kerja”, Pembangkangan
Konstitusi Pengesahan Perpu Cipta Kerja | tempo.co, akses 2 Juni 2025.



https://www.tempo.co/kolom/pengesahan-perpu-cipta-kerja-cacat-hukum-826545
https://www.tempo.co/kolom/pengesahan-perpu-cipta-kerja-cacat-hukum-826545

benar benar hidup dalam bernegara.

Oleh karnanya nya guna menegakkan supremasi konstitusi tersebut sudah
seharusnya pembentuk UU yang menjadi adressat dalam putusan non self executing
tersebut patuh pada amar mahkamah. Penelitian ini penting dilakukan untuk
mengkaji bagaimana tantangan dan dinamika eksekusi putusan MK oleh
adressatnya guna menemukan faktor penyebab ketidakpatuhan tersebut terjadi
hingga menjadi problematika keadilan konstitusional dalam bernegara itu sendiri.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya
dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Bagaimana tantangan dan problematika implementasi putusan MK yang
bersifat non self executing dalam pengujian undang-undang?
2. Bagaimana constitutional disobedience terhadap Putusan MK yang bersifat
non self executing dalam perspektif Maslahah Mursalah ?
C. Tujuan Dan Kegunaan
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Menganalisis tantangan dan problematika implementasi putusan MK
dalam pengujian UU yang bersifat non self executing
b. Menganalisis constitutional disobedience adressat putusan MK yang
bersifat non self executing dalam pengujian undang-undang perspektif

Maslahah Mursalah



2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di
dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara khususnya dalam bidang hukum
acara mahkamah konstitusi. Disamping itu tulisan ini juga berguna untuk
memperkaya referensi terkait pentingnya kepatuhan terhadap putusan MK
yang saat ini masih menjadi problematika dalam dinamika ketatanegaraan
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini berguna bagi pembentuk peraturan perundang-undangan
(legislator), untuk menemukan mekanisme yang relevan agar memastikan
putusan MK dapat dipatuhi oleh pembentuk undang- undang. Penelitian
ini dengan merujuk pada efektivitas regulasi yang seharusnya (das sollen)
untuk mengetahui kecocokan (relevansi) atau ketidakcocokkan
(diskrepansi) sehingga konsep tersebut mampu diterapkan secara praktis.
D. Telaah Pustaka
Dalam telaah pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik
ini. Sebagai berikut:
Pertama, Tesis yang ditulis oleh Proborini Hastuti, Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada dengan judul “Pemberian Kewenangan Judicial Order
Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap

Undang-Undang Dasar”.!"* Secara umum penelitian ini membahas mengenai

YProborini Hastuti, Pemberian Kewenangan Judicial Order kepada Mahkamah Konstitusi
dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Tesis, Program Pascasarjana



mekanisme Judicial order sebagai solusi atas ketidakpatuhan terhadap putusan MK
khususnya yang bersifat non self executing. Hal yang akan membedakan skripsi
penulis dengan artikel tersebut terletak pada kerangka teori yang digunakan untuk
menganalisis objek penelitian. Yang mana penulis menggunakan perspektif
maslahah mursalah untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ali Rido dari Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia dengan judul “Gagasan Pemberian Kewenangan
Forum Konsultasi (consilium forum) Pada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Terhadap Rancangan Undang Undang” Secara garis besar penelitian ini
membahas mengenai gagasan pembentukan Forum Konsultasi MK pada tahap
pembahasan dalam proses pembentukan Undang Undang. Penelitian ini
menggunakan perspektif legisprudence.’’

Penelitian ini juga secara umum membahas mengenai problematika
implementasi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang oleh
adressat putusan, namun terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian Penulis
dalam hal gagasan yang menjadi fokus utama, penelitian Ali Rhido tidak secara

spesifik membahas putusan MK yang bersifat non self executing serta juga tidak

menggunakan perspektif maslahah mursalah sebagaimana Penulis.

Ketiga, adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Tri Sulistyowati dkk, dari

Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam Jurnal Konstitusi dengan judul

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017

15 Ali Rido “Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (consilium forum) Pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indoneisa Terhadap Rancangan Undang Undang” Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia (2017).



“Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah

Konstitusi oleh Adressat Putusan”.!® Secara umum penelitian ini membahas

mengenai ketidakpatuhan terhadap putusan MK mengenai PUU sejak 2013-2018.

Hal yang akan membedakan skripsi yang ditulis penyusun dengan artikel tersebut

terletak kebaharuan penelitian yang disusun oleh Penulis, dimana dalam penelitian

ini Penulis berfokus pada putusan MK yang bersifat non self executing sampai

dengan tahun 2025. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada teori yang digunakan

yaitu perspektif maslahah mursalah.

E. Kerangka Teori

1.

Prinsip Check and Balances

Checks and balances merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum dan
negara demokrasi yang mengatur sistem saling mengawasi dan mengimbangi.!’
Hans Kelsen menyebutkan bahwa dalam menjalankan kewenangan yang
diberikan oleh hukum, organ negara harus tunduk pada pembatasan-
pembatasan.'® Pembatasan inilah yang menjadi inti dari prinsip checks and
balances dengan tujuan sebagai instrumen utama untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)."’

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip checks and balances

16Tri Sulistyowati, M. Imam Nasef, dan Ali Rido, “Constitutional Compliance atas

Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan”Jurnal
Konstitusi, Vol.17:4 (Desember 2020).

1CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern.(Bandung:Nusa Media,2008)hIm.330.
"®Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Cambridge: Harvard University Press,

1945) hlm. 124-135.

YNi'matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi (Yogyakarta: UII
Press, 2007), hlm. 76.
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berkembang seiring tumbuhnya supremasi konstitusi menggantikan supremasi
MPR. Sebagai koreksi dari heavy executive, pasca amandemen design
pemisahan kekuasaan mulai tegas diperbaiki salah satunya melalui penerapan
prinsip checks and balances. Sebagaimana yang disebutkan Jimly Asshiddiqie
terdapat 5 aspek yang mencerminkan pemisahan kekuasaan yang proporsional
diantara nya pembedaan fungsi kekuasaan, larangan rangkap jabatan, pemisahan
dan kemandirian antar cabang kekuasaan, mekanisme saling mengawasi dan
mengimbangi, serta kedudukan yang setara tanpa adanya pertanggungjawaban
hierarkis satu sama lain.?® Oleh karena itu, checks and balances berfungsi
sebagai sarana untuk menjaga supremasi konstitusi, menjamin penyelenggaraan
negara berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Teori ini relevan dengan penelitian ini, mengingat putusan MK
merupakan bentuk mekanisme kontrol dan korektif lembaga yudikatif terhadap
pembentuk uu yang menjalankan mekanisme pengawasan. Lalu putusan yang
bersifat non self executing memerlukan tindak lanjut dari adressat yang
merupakan lembaga negara lain sehingga ada relasi saling mengimbangi diantara
satu sama lain. Analisis menggunakan prinsip checks and balances sangat tepat
dalam penelitian ini terutama untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

2. Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto
Penegakan hukum tidak semata-mata bergantung pada keberadaan norma

hukum, tetapi merupakan hasil interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial

20 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Jilid II, (Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006), hlm. 22. Lihat pula G. Marshall,
Constitutional Theory
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di mana hukum itu berlaku. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, penegakan
hukum merupakan proses untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum dalam
kenyataan, yakni ketika hukum benar-benar dilaksanakan oleh para pihak yang
berkepentingan. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa faktor yang saling
mempengaruhi dan menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan secara
efektif dan berkeadilan.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima faktor utama yang
memengaruhi penegakan hukum, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak
hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.?!
Teori ini relevan dengan penelitian penulis mengingat problematika
implementasi putusan MK di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh banyak
faktor, sehingga teori faktor-faktor penegakkan hukum sangat berguna untuk
membedah latarbelakang mengapa putusan MK tersebut tidak dipatuhi oleh
adressat. Secara khusus untuk membantu menjawab rumusan masalah yang
pertama.

3. Teori Maslahah Mursalah
Secara etimologis, maslahah berarti manfaat atau kebaikan, sedangkan mursalah
berarti dilepas atau tidak terikat pada teks tertentu.?” Dalam usii/ al-figh
maslahah mursalah berfungsi sebagai metode penalaran hukum untuk
merespons persoalan-persoalan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam

nash. Tokoh sentral dalam pengembangan teori ini adalah Imam Abt Hamid al-

21Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers, 1983.hal.87

2Muh. Adistira Maulidi Hidayat & Usep Saepullah, “Maslahah Mursalah dan
Penerapannya dalam Hukum Keluarga”, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 5 No. 1 (2024): hal.143
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1.23

Ghazali melalui karyanya al-Mustasfa min ‘llm al-Usil.~> Menurut al-Ghazali,

maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan atau mencegah
kemudaratan demi terpeliharanya tujuan-tujuan pokok syariat.2*

Secara struktural, teori maslahah mursalah bertumpu pada konsep
magqasid al-shari ‘ah, yaitu tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan
oleh hukum. Al-Ghazalt merumuskan bahwa seluruh hukum pada hakikatnya
diarahkan untuk menjaga lima kepentingan dasar (al-dariuriyyat al-khams),
yakni perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini,
maslahah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu maslahah daririyyah
(primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (pelengkap).?

Teori ini dapat menjadi indikator dalam menganalisis respon para
adressat putusan dalam menindaklanjuti putusan MK dalam perspektif islam

sehingga sangat relevan untuk digunakan dalam menjawab rumusan masalah

kedua dalam penelitian ini.

23 Abii Hamid al-Ghazali, al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usiil, Juz 1, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
Beirut.

24 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Pustaka Firdaus:Jakarta, 2002), hlm. 45

BImron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maslahah Mursalah," Profetika: Jurnal
Studi Islam
14, no. 1 (2024)hal 88-89
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan

penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara

sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk

mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin

hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan

hukum yang ada. Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua

jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum

empiris dan penelitian hukum normatif

1.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono
Soekanto mengatakan Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang
bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang bersifat formal, yaitu undang-
undang, doktrin, atau konsep hukum.?® Penelitian ini dilakukan untuk
memahami isi atau substansi hukum yang berlaku.

Sifat Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum deskriptif dalam
konteks normatif adalah kajian yang bertujuan untuk menjelaskan norma-
norma hukum secara sistematis.?’ Penelitian hukum normatif yang bersifat
deskriptif-analitis tidak hanya memaparkan peraturan hukum secara sistematis

tetapi juga menganalisis isi hukum dalam kaitannya dengan permasalahan

26Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali

Pers,2010),hlm.23

2TPeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana,2007), hlm.25
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tertentu Serta kesenjangan antara hukum tertulis dan implementasinya dalam
praktik.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan analisis yuridis normatif untuk

mendapatkan informasi dari isu yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutaary approarch),

pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach.)

Dengan demikian penelitian ini berfokus pada analisis peraturan

perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum

terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kendala normatif dalam

tindak lanjut putusan non-self executing dan menawarkan solusi berupa forum

konsultasi guna memastikan perubahan undang-undang sesuai dengan amanat

Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan, Putusan- Putusan Mahkmah Konstitusi
yang relevan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan
lembaga negara yang ada di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Termasuk artikel akademis, buku teks, dan panduan praktis yang
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menjelaskan dan menafsirkan putusan MK.
c. Bahan Hukum Tersier
Meliputi laporan riset hukum yang berperan dalam memberikan gambaran
lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum,
kamus hukum dan ensiklopedia.
5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data menyusun penelitian ini adalah studi pustaka
(library research). Penelitian ini akan dikaji melalui studi pustaka, berupa
jurnal, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Adapun
teknik pengumpulan data menyusun penelitian ini adalah studi pustaka (library
research). Penelitian ini akan dikaji melalui studi pustaka, berupa jurnal, buku,
catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.
G. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasan terkait implementasi
putusan MK yang bersifat non self executing dalam pengujian undang-undang.
BAB I PENDAHULUAN akan memperkenalkan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, serta memberikan telaah
pustaka yang relevan dan kerangka teoritis yang digunakan. Metode penelitian yang
akan digunakan juga akan dijelaskan secara rinci.
BAB II LANDASAN TEORI akan membahas pemahaman prinsip check
and balances dan teori penegakkan hukum Soerjono Soekanto, termasuk definisi,
prinsip-prinsip utama, dan relevansinya dengan implementasi putusan MK . Selain

itu, akan ditinjau juga teori maslahah mursalah dan relevansinya dalam konteks
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yang sama.

BAB III TINJAUAN UMUM berisi Tinjauan umum tentang karakteristik
putusan MK yang bersifat non self executing lalu pemetaan implementasi nya. Serta
akan membahas tingkat kepatuhan adressat terhadap putusan MK .

BAB IV PEMBAHASAN akan mengulas tentang analisis yuridis terhadap
tantangan dan problematika implementasi putusan MK yang bersifat non self
executing serta fenomena constitutional disobedience dalam pandangan maslahah
mursalah.

BAB V PENUTUP akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang
telah dilakukan, disertai dengan saran-saran yang relevan untuk penegakan

supremasi konstitusi di Indonesia .



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,

kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1.

Dalam dinamika ketatanegaraan terdapat sejumlah problematika implementasi
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non self-executing dalam
pengujian undang-undang, yaitu constitutional disobeidience diantara nya
tidak dipatuhi nya putusan oleh adressat, ditindaklanjuti berbeda, ditunda
pelakasanaan nya bahkan diabaikan. Tantangan implementasi putusan MK ini
bila dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum dalam implementasi nya yaitu faktor
hukum itu sendiri, karna dari sisi normatif tidak tegas nya sifat “ mengikat”
dalam UUD maupun UU,lalu yang kedua faktor penegak hukum yaitu
tingginya ego sektoral lembaga negara yang menjadi adressat untuk tidak
mematuhi putusan MK dan yang ketiga faktor sarana dan fasilitas yaitu
ketiadaan lembaga eksekutorial dan sanksi hukum terhadap adressat yang tidak
melaksanakan putusan. Distorsi ini menyebabkan ketidakpastian hukum,
melemahnya supremasi konstitusi dan prinsip checks and balances dalam

sistem ketatanegaraan sertanya tertunda bahkan hilangnya keadilan.

Dalam perspektif maslahah mursalah putusan MK sejalan dengan prinsip
maqasid al-syari‘ah yang sama sama menjaga hak-hak fundamental dalam

kehidupan oleh karna itu kewajiban untuk mematuhi putusan MK merupakan

88
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bagaian dari Maslahah yang karna ia memenuhi klasifikasi magasid al-
syari‘ah, mematuhi putusan MK berada pada tingkatan kemaslahatan primer
(daririyyat). Dengan demikian fenomena constitutional disobedience oleh
adressat merupakan bagian dari mafsadah yang dapat menyebabkan dharar

sehingga berakhir pada ketidakpastian hukum dan tertunda/hilangnya keadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat

dipertimbangkan untuk menyelesaikan problematika implementasi putusan MK

yang bersifat non self executing, diantaranya:

1.

2.

Memaksimalkan Judicial order dalam putusan MK. Mengingat original intent
dari pembentukkan MK sebagai penerapan prinsip checks And balances hanya
menjadikan MK kerektor atas produk DPR dan Pemerintah, bukan maksud
para penggagas untuk memberikan MK kewenangan super power. Maka satu-
satunya senjata yang dimikili oleh MK sebagai alat pemaksa ialah konstitusi
itu sendiri. Oleh karena itu, kekuatan MK saat ini hanyalah fungsi mutlak yang
melekat padanya sebagai the guardian of constitution dan penafsir final
konstitusi, MK berhak untuk memaksimalkan judicial order seperti
mempertegas siapa yang menjadi adressat pelaksana dan menetapkan batas
waktu pelaksanaan dalam setiap detail amar putusannya. Dengan demikian,
akan meminimalisir keambiguan dan ketidakpastiaan secara normatif dalam

konseptual internal putusan itu sendiri.

Secara praksis, implementasi putusan MK khususnya yang bersifat non self
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executing mesti dikawal melalui pengawasan partisipatif dari berbagai pihak.
Dengan mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil
akan memaksimalkan mekanisme kontrol terbuka, sebagaimana yang
disebutkan oleh Soekanto bahwa masyarakat adalah faktor penentu dalam
penegakkan hukum. Hal ini setidaknya berhasil diterapkan dalam implementasi
Putusan MK nomor 70 pada tahun 2024 lalu, dimana demonstrasi sipil berhasil
mendesak Baleg DPR untuk mendahulukan Putusan MK dalam acuan
penyusunan RUU Pilkada. Contoh sederhana ini menunjukkan seberapa jauh
peran masyarakat dalam penegakkan hukum. Pun dengan demikian, adanya
mekanisme kontrol oleh masyarakat dapat menjaga ekosistem checks and

balances secara tidak langsung.
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